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PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG
BAHAN BAKU YANG DILARANG DALAM PANGAN OLAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

BPOM. Bahan Baku yang Dilarang dalam Pangan

Menimbang

Mengingat

bahwa masyarakat perlu dilindungi dari penggunaan
bahan baku pangan yang tidak memenuhi persyaratan
keamanan, mutu, dan gizi pangan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Bahan

Baku yang Dilarang dalam Pangan Olahan;

Undang-Undang Nomor S Tahun 1990 tentang
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3419);

Undang-Undang Nomor S Tahun 1997 tentang
Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3671);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
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10.

11.

12.

Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5062);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5360);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3803);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang
Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan
Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas
Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 1714);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017
tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 52);
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2017
tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 53);
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13. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26

Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TENTANG BAHAN BAKU YANG DILARANG DALAM PANGAN
OLAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber
hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan,
perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang
diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai
makanan atau minuman bagi konsumsi manusia,
termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan,
dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses
penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan
atau minuman.

Pangan Olahan adalah makanan dan minuman hasil
proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau
tanpa bahan tambahan.

Bahan Baku adalah bahan dasar yang dapat berupa
pangan segar dan pangan olahan yang dapat digunakan
untuk memproduksi pangan.

Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi,
baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan
hukum.

Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan

Makanan.
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BAB II
BAHAN BAKU YANG DILARANG DALAM PANGAN OLAHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2
Bahan Baku yang dilarang dalam Peraturan Badan ini
meliputi bahan atau senyawa baik dalam bentuk tunggal
maupun campuran yang berasal dari sumber hayati dan/atau

sintetik.

Bagian Kedua

Jenis Bahan Baku yang Dilarang

Pasal 3

(1) Pangan Olahan yang diproduksi atau dimasukkan untuk
diedarkan di wilayah Indonesia dilarang menggunakan:

a. Bahan Baku yang dapat mengganggu, merugikan,
dan/atau membahayakan; dan/atau

b. Bahan Baku yang mengandung narkotika,
psikotropika, nikotin, tumbuhan yang dilindungi,
dan/atau satwa yang dilindungi.

(2) Jenis Bahan Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(3) Jenis Bahan Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

BAB III
PENGAWASAN

Pasal 4
Pengawasan terhadap Bahan Baku yang dilarang dalam
Pangan Olahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
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BAB IV
SANKSI

Pasal 5
Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 dikenai sanksi sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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